
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 31 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 39 TAHUN 201 7 
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 

PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a . bahwa berdasarkan. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 
Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan In sentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemberian 
dan pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi 
dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajara n, dan 
rasionalitas disesuaika n dengan besarnya tanggun g j awab, 
kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah; 

b . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a , perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nomor 39 Tahu n 20 17 ten tang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insen tif Pemungutan Pajak 
Daera h dan Retribusi Daerah; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahu n 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propin si J awa Barat , sebagaimana telah diuhah dengan 
Un dang-Un dang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Su bang dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 3 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

285 1); 

2 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130) ; 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679) ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ten tang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ; 

6. Pera turan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5950) ; 

7 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahu n 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Pera turan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita egara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

8 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tabun 
20 11 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 20011 Nomor 2) ; 

9. Peraturan Daerah Kabu paten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 201 1 Nomor 5); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 9), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 1); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 
2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 10) ; 
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12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 
Perangkat Daerah; 

15. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
Perangkat Daerah; 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 39 TAHUN 20 17 TENTANG TATA 
CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF 
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. 

Pasa! I 

Ketentuan Pasa! 8 dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahu n 2017 
Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah Dan Retribusi Da rah (Berita Daerah Kabupaten Tasiknalaya Tahun 2017 
Nomor 9), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 8 

(1) Besamya pembayaran Insentif s bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2) huruf a, huruf b, dan h uruf c u ntu k setiap bulannya dikelompokan 
berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 
anggaran sebelumnya, dengan ketentu an paling tinggi 6 (en am) kali gaji 
pokok dan tunjangan yang melekat. 

(2) Besamya Pemberian In sentif Pajak Daerah untuk jenis Pajak Hotel, Pajak 
Restoran, Pajak Hiburan, Paj a k Reklame , Pajak Penerangan Jalan, Pajak 
Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 
a . Bupati sebesar 6 ,040/0 (enam koma nol empat perseratus); 

b. Wakil Bupati sebesar 4,61 % (empat koma enam puluh satu perseratus) ; 
c . Sekretaris Daerah sebesar 3 ,940/0 (tiga koma sembilan puluh empat 

perseratus); dan 

d . Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Pajak sebesar 85,410/0 
(delapan puluh lima koma empat puluh satu perseratus) . 

(3) Besarnya Pemberian Insentif Pajak Daerah untuk jenis Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai 
berikut: 
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a. Bupati sebesar 5,710/0 (lima koma tujuh puluh satu perseratus) ; 
b . Wakil Bupati sebesar 4,360/0 (empat koma tiga puluh enam perseratus); 
c. Sekretaris Daerah sebesar 3 ,72% (tiga koma tujuh puluh dua perseratus) ; 

dan 
d . Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Pajak sebesar 81 ,210/0 

(delapan puluh satu koma dua puluh satu perseratus) . 
e. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Desa yang 

ditugaskan oleh SKPD Instansi Pelaksana Pemu n gut Pajak Daerah 
sebesar 5% (lima perseratus) . 

(4) Besarnya Pemberian Insentif Pajak Daerah untuk jenis Pajak Bea Perolehan 
Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) ditetapkan sebagai berikut : 
a. Bupati sebesar 6,01% (enam koma nol satu perseratus); 
b. Wakil Bupati sebesar 4,59% (empat koma lima puluh sembilan perseratus) ; 
c. Sekretaris Daerah sebesar 3 ,9 1% (tiga koma sembilan pu lu h satu 

perseratus); dan 
d . Pejabat dan pegawai SKPD P laksana Pemu ngut Pajak sebesar 85,490/0 

(delapan puluh lima koma empat pu luh sembilan perseratus) . 
(5) Besamya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untu k jen is Retribusi 

Pelayanan PersampahanjKebersihan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 
ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 
a . Bu pati sebesar 8,51% (d lapan koma lima pu luh satu perseratus); 
b . Wakil Bupati sebesar 6 ,6go/0 (enam koma enam u luh sembilan persera tus) ; 
c. Sekretaris Daerah sebesar 6,43% (e am koma empat puluh tiga 

perseratu ) i dan 
d . Pejabat dan pegawai SKPD Pela a Pemungut Retribusi sebesar 78,3~/o 

(tujuh pu u de apan ko a 'ga pulu uju ra u ). 
(6) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi 

Pelayan an Parkir di Tepi Jalan Umu m sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 ayat (1) ditetapkan seb gai berikut : 
a . Bupati sebesar 10 ,67% (sepuluh koma enam puluh tujuh perseratus) ; 
b. Wakil Bupati sebesar 9 ,25% (sembilan koma dua pu uh lima perseratus) ; 
c. Sekretaris Daerah sebesar 8,82 % (delapan koma delapan puluh dua 

perseratus); dan 
d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelak a Pemungu t Retr 'busi sebesar 71 ,260/ 0 

(tujuh puluh satu koma dua puluh enam perseratus) . 
(7) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah u n tuk jenis Retribusi 

Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 7 ayat (1) ditetapkan 
sebagai berikut : 

a. Bupati sebesar 7,340/0 (tujuh koma tiga puluh empat perseratus); 
b . Wakil Bupati sebesar 6,19% (enam koma sembilan belas perseratus) ; 
c . Sekretaris Daerah sebesar 5 ,95% (lima koma sembilan puluh lima 

perseratus) ; dan 
d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 80,52% 

(delapan puluh koma lima puluh dua perseratus) . 
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(8) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi 
Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 
(1) ditetapkan se bagai beriku t : 

a. Bupati sebesar 8,660/0 (delapan koma enam puluh enam perseratus) ; 
b . Wakil Bupati sebesar 7,500/0 (tujuh koma lima puluh perseratus); 
c. Sekretaris Daerah sebesar 7,15%) (tujuh koma lima belas perseratus) ; dan 
d . Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 76,69% 

(tujuh puluh enam koma enam puluh sembilan perseratus) . 

(9) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi 
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 

a. Bupati sebesar 17,23% (tujuh belas koma dua puluh tiga perseratus); 
b. Wakil Bupati sebesar 15,96%> (lima belas koma sembilan puluh enam 

perseratus) ; 
c. Sekretaris Daerah sebesar 14,37% (empat belas koma tiga puluh tujuh 

perseratus) ; dan 
d . Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 52,440/0 

(lima puluh dua koma empat puluh empat perseratus). 

(10) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah u ntuk jenis Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah tanah dan bangunan kecuali pemakaian tanah 
dan bangunan pasar hewan dan pemakaian tanah dan ban gunan pasar ikan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 
a . Bupati sebesar 11,68% (sebelas koma enam p uh delapan perseratus); 
b. Wakil Bupati sebesar 10,050/0 (sepuluh koma nollima perseratus); 
c. Sekretaris Daerah sebesar 9,30% (sembi an koma tiga puluh perseratus); 

dan 
d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemung t Retribusi sebesar 68,970/0 

(enam puluh delapan koma sembilan puluh tujuh perseratus). 

(11) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi 
Pemakaian Keka aan Dae ah tanah dan bangunan kecu ali pemakaian 
tanah dan bangunan pasar h ewan, pemakaian tanah dan bangu nan pasar 
ikan bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 7 ayat (1) 

ditetapkan sebagai berikut: 
a. Bupati sebesar 14,00% (empat belas perseratus) ; 
b. Wakil Bupati sebesar 11,50% (sebelas koma lima puluh perseratus); 
c . Sekretaris Daerah sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh perseratus); 

dan 
d. Pejabat dan pegawai SKPD Pela sana Pemungut Retribusi sebesar 64,000/0 

(enam puluh empat perseratus). 

(12) Besrunya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah tanah dan bangunan untuk pemakaian tanah 

dan bangunan pasar hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
ditetapkan sebagai berikut : 
a. Bupati sebesar 18,980/0 (delapan belas koma sembilan puluh delapan 

perseratus) ; 
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b . Wakil Bupati sebesar 15,850/0 (lima belas kama delapan puluh lima 
perseratus) ; 

c. Sekretaris Daerah sebesar 15,08% (lima belas kama nol delapan 
perseratus); dan 

d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 50,090/0 
(lima puluh kama nol sembilan perseratus). 

(13) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah alat berat bidang pekeIjaan umum kecuali 

alat labaratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan 
sebagai berikut : 

a. Bupati sebesar 7,80% (tujuh koma delapan puluh perseratus); 
b. Wakil Bupati sebesar 6 ,71% (enam kama tujuh puluh satu perseratus); 

c. Sekretaris Daerah sebesar 6,210/0 (enam kama dua puluh satu perseratus); 
dan 

d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 79,28% 
(tujuh puluh sembilan koma dua puluh delapan perseratus) . 

(14) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi 
Pemakaian Kekayaan Daerah alat berat bidang pekerjaan umum khusus 

ala t laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan 
sebagai berikut : 
a . Bupati sebesar 12,030/0 (dua belas koma nol tiga perseratus); 

b. Wakil Bupati sebesar 10,350/0 (sepuluh koma tiga puluh lima perseratus); 
c. Sekretaris Daerah sebesar 9 ,580/0 (sembilan koma lima pulu h delapan 

perseratus); dan 

d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 68,040/0 

(enam puluh delapan kama nol empat perseratus) . 
(IS) Besamya Pemberian In sentif Retribusi Daerah un uk jenis Retribusi 

Pema kaian Kekayaan Daerah penggun aan peralatan pem eriksaan 
hewan /ikan dan insem in asi buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 
a. Bupati sebesar 18 ,980/0 (delapan belas koma sembilan puluh delapan 

perseratus) ; 
b. Wakil Bupati sebesar 15,85% (lima belas koma delapan puluh lima 

perseratu s) ; 
c . Sekretaris Daerah sebesar 15 7080/0 (lima belas koma nol delapan 

perseratus) ; dan 
d . Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 50,090/0 

(lima puluh kama nol sembilan perseratus). 
(16) Besamya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah tanah dan bangunan untuk Pemakaian Tanah 

dan Bangunan Pasar Ikan, Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Retribusi 
Penjualan Produksi Usaha Daerah dari Penjualan Benih Ikan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 
a . Bupati sebesar 7,120/0 (tujuh kama dua belas perseratus) ; 
b . Wakil Bupati sebesar 5,83% (lima koma delapan puluh tiga perseratus) ; 

c. Sekretaris Daerah sebesar 4,98% (empat koma sembilan puluh delapan 
perseratus) ; dan 
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d . Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 82,07% 

(delapan puluh dua nol tujuh perseratus). 
(17) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi 

Pemakaian Kekayaan Daerah alat-alat latihan kerja dan Retribusi Pelayanan 
dan KetenagakeIjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan 
sebagai beriku t : 

a . Bupati sebesar 5,090/0 (lima koma nol sembilan perseratus); 
b. Wakil. Bupati sebesar 4,030/0 (empat koma nol tiga perserat us); 
c. Sekretaris Daerah sebesar 3 ,87% (tiga koma delapan puluh tujuh 

perseratus) ; dan 
d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 87,01% 

(delapan puluh tujuh koma nol satu perseratus) . 
(18) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Terminal 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 
a. Bupati sebesar 7,140/0 (tujuh koma empat belas perseratu s) ; 
b . Wakil Bupati sebesar 6,19% (enam koma sembilan belas perseratus); 
c. Sekretaris Daerah sebesar 5,90% (lima koma sembilan puluh perseratus) ; 

dan 
d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 80,770/0 

(delapan puluh koma tujuh puluh tujuh perseratus). 
(19) Besamya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Tempat 

PenginapanjPesanggarahanjVilla sebagaimana dimaksud dalam PasaI 7 ayat 
(1) ditetapkan sebagai berikut : 
a . Bupati sebesar 5 ,00%) (lima belas perseratus) ; 
b. Wakil Bupati sebesar 12,00% (dua belas perseratus); 
c. Sekretaris Daerah sebesar 11,500/0 (sebelas koma lima puluh perseratus); 

dan 
d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 

6 1,50% (enam puluh satu koma lima puluh perseratus). 
(20) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah u ntuk jenis Retribusi Rumah 

Potong Hewan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan 
sebagai berikut: 
a. Bupati sebesar 18,98% (delapan belas koma sembilan puluh delapan 

perseratu s) ; 
b . Wakil Bupati sebesar 15,85% (lima belas koma delapan puluh lima 

perseratus) ; 
c. Sekretaris Daerah sebesar 15,080/0 (lima belas koma nol delapan 

perseratus); dan 
d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 50,09% 

(lima puluh koma nol sembilan perseratus). 
(21) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Tempat 

Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 

ditetapkan sebagai berikut: 
a. Bupati sebesar 6 ,00% (enam perseratus); 
b. Wakil Bupati sebesar 4,500/0 (empat koma lima puluh perseratus); 
c. Sekretaris Daerah sebesar 3 ,800/0 (tiga koma delapan puluh perseratus); 

dan 
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d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 85,70% 

(delapan puluh lima koma tujuh puluh perseratus). 
(22) Besamya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi 

Penjualan Produksi Usaha Daerah dari Penjualan Bibit Ternak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 
a . Bupati sebesar 18,98% (delapan belas koma sembilan puluh delapan 

perseratus) ; 
b. Wakil Bupati sebesar 15,85% (lima belas koma delapan puluh lima 

perseratus) ; 
c. Sekretaris Daerah sebesar 15,08% (lima belas koma nol delapan perseratus); 

dan 
d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 50,09% 

(lima puluh koma nol sembilan perseratus). 
(23) Besamya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi 

Penjualan Produksi Usaha Daerah dari Penjualan Benih Hortikultura, 
Penjualan Benih Palawija dan Penjualan Bibit Perhutanan dan Perkebunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : 
a . Bupati sebesar 16,04% (enam belas koma nol empat perseratus); 
b . Wakil Bupati sebesar 13,39% (tiga belas koma tiga puluh sembilan 

perseratus) ; 
c. Sekretaris Daerah sehesar 12,740/0 (dua belas koma tujuh puluh empat 

perseratus); dan 
d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungu Retribusi sebesar 57,83% 

(lima puluh tujuh koma delapan puluh tiga persera us). 
(24) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah untuk jenis Retribusi Ijin 

Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) 
ditetapkan sebagai berikut : 
a . Bupati sebesar 7,020/0 (tujuh koma nol dua perseratus) ; 
b . Wakil Bupati sebesar 5 ,86% (lima koma delapan puluh enam perseratus) ; 
c . Sekretaris Daerah sebesar 5,59% (lima koma lima puluh sembilan 

perseratus); dan 
d. Pejaba t dan pegawai SKPD Pelaksana Pem ungut Retribusi sebesar 81 ,53% 

(de1apan puluh satu koma lima puluh tiga perseratus). 
(25) Besarnya Pemberian Insentif Retribusi Daerah u ntuk jenis Retribusi Ijin 

Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebagai 
berikut: 

a. Bupati sebesar 10,99% (sepuluh koma sembilan puluh sembilan 
perseratus) ; 

b . Wakil Bupati sebesar 9 ,53% (sembilan koma liIna puluh tiga perseratus) ; 
c. Sekretaris Daerah sebesar 9,080/0 (sembilan koma nol delapan perseratus) ; 

dan 
d. Pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana Pemungut Retribusi sebesar 70,40% 

(tujuh puluh koma empat puluh perseratus). 

(26) Apabila dalam rea lisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), (2), (3) dan (4) terdapat sisa lebih, 
harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan. 

• • .J 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diundangkan di Singaparna 
Pada ta ngga1 10 September 2018 

Plh.SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TASIKMALAYA 

H. IWAN SAPUTRA 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 10 eptember 2018 

BUPATI TASIKMALAYA 
WA 

H. 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 31 


